BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR {§ TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,

Menimbang

a

TAMBAHAN PENGHASILAN, PENGHARGAAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan
d‘mPe‘ﬂghargaanKt:palaDesadanPerangkatDosadi
Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80
Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, bahwa alokasi penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa (ADD) mengalami perubahan mekanisme
penghitungannya, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa
dan Perangkat Desa;

T



Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala
Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2014 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ~ PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN
PENGHASILAN, PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan. Penghargaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas

Nomor

80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan

PenghasﬂandanPenghargaanKepalaDesaDanPemngkatDwa(BeﬁlnDaemh
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1angka24danangka24Adiubah,sehinggaPasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

_ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya
sebagian besar berasal dari juran masyarakat desa setempat.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung
oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih
melalui Musyawarah Desa.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.




Mengiﬂgat

* 1. Undang-
ang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pe .
Pr:)n bentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
vinsi Jawg Tengah;
2.U i ’
N:da.ng Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Noiara4‘71'°mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
= gndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
€gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4331);

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun

2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 SeriE)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011
Nomor 10 Seri E);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
Penghargaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
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Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu, Wt sebagal
>\ Secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerin
Badanse:nrmusyawamtan Desa atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang m :
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil darl
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
Peraturan Desa adalsh peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelahdlbaha"‘d‘mdisepakaﬁbersamaBadanPermsyawaratanDesa-
‘;’;mepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dmﬂaldenganuangsertasegalasesuatuberupauangdanbamng
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa uml
Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.
Pendapatan Asli Desa yang sclanjutnya disingkat PAD adalah
Pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa
dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan
PerangkatDesaadalahpenghasilanyangdiberikankepadaKepaja
Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus
dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
mnjanganKepa]aDesadanPerangkatDesaadalahtambahan
penghasilan selain pen, ilan tetap yang diberikan kepada Kepala
DesadanperangkatDesakarenamelaksanakantugaspokokdan
fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari PAD
atas hasil sewa tanah kas desa eks-bengkok dan ditetapkan dengan

Peraturan Desa.



24&11;‘:5\_% - ‘sﬂa“baBiKepalaD&sadanPemnngIDesapadﬂ
kepada KsaepaJ,a ggolan adalah tambahan penghasilan yang diberikan
dianggarkan da]Deamsa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan yang
Bagi Hasil Pai APBDes bersumber dari PAD, ADD dan/atau Dand
e jak dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dengan

raturan Desa.

25. ;pahs- kat imal Regjonal Kabupaten Banyumas yang selanjutnya

. K adalah besaran penghasilan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

2. :ie:s‘i‘;::z ;a:;;ts oy (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)
yaitu ayat (la) dan i 5 berbunyi
< bagai berikut (1a) ayat (1b) sehingga Pasal

Pasal 5

(1) Pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa

menggunakan penghitungan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumiah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh
perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus
juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh
perseratus).

(1a) SILTAP Sekretaris Desa paling sedikit 70% (delapan puluh perseratus)
dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari SILTAP Kepala
Desa per bulan.

(1b) SILTAP Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (tima
puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari
SILTAP Kepala Desa per bulan.

(2) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dan d
dibagi 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) sehingga menghasilkan
untuk satu kali penerimaan SILTAP setiap desa.

(3) Perhitungan SILTAP untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.




Tambahay

kemampuan ke Penghasilan setiap bulan sesuai dengan

tanahkasdesaeu]‘:sltganbiamgbermmberdaﬁPADatashasilsewa
(2) Besaran Tambahaanenghamanmglm- )

beum%z:adaianggohn 0 bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- ) sesuai

Daerah ditetapk::g' ADD dan/atay Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
(3) Besaran Tambahan €ngan Peraturan Desa,

epala Desa l)enghm“il‘mdﬁlnBesmaran'l‘ambahanPenghasilanbagi
Peraturan De::,n Perangkat Desa pada Desa Janggolan ditetapkan dengan

4. Setelah BAB IX ditambap,
1 . .
dan Pasal 19 disisip (satu) bab yaitu BAB IXA dan di antara Pasal 18

selag, erikoi = 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A sehingga berbunyi

BAB IXA
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18A

(1) Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa
Janggolan untuk Tahun 2016 terhitung sejak bulan Januari 2016.

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan setelah
ditetapkan perubahan Peraturan Desa yang mengatur SILTAP dan/atau
Tambahan Penghasilan serta Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

-t Ditetapkan di Purwokerto
i
fiTp—
BUPATI BANYUMAS,
FUlOUDI SAPTONO, Msi |
Pembla Utama Madya '
NIP 19640116 199003 1 009  _ { '
BENITADICRAH RARURATEN BANYUIAS TAHON U6 onr .. | ACHMADRUBEIN




